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PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

pERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,

Menimhmg . a. bﬂh"fﬂ sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
kﬂbua_kan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit
organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk
pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan
perubahan APBD tahun anggaran 2008;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2008;

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan” Daerah-
Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur. Jawa Tengah,
dan Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4048):

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
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5. Undang-l Indang
yang 11‘""*4}1 Ii- i\::unm 28 Tahun 1999 tentang Pen: elénaons .
- » - uan hae dart ¥ ; ' -Nyc lAraan Ncgara
Negara Republik | tlh.h dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme (I.embaran
Negpara Republi hdonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan | embar:
gara Kepublik Indonesia Nomor 3851 ) ' el Lembates

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20013

j (Lembaran Negara Republik Indonesia T
! Lembaran Negar:

tentang Keuangan Negara

I | ahun 2003 Nomor 47, Tambahan
' Republik Indonesia Nomor 4286):

. I T =11 H 1 i
7 :11?1:‘11%1_[ ‘“::1"115 Nomor l. lahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
L, . aran INegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
8.

E“dm}'U“dﬂ"E Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Nerun ang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
omor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 89).

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44338);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

15 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan...........
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10.

11.

12.

13.

14.

13.

Undang-U
2-Undang N
E No )
yang Bersih dan nz:.“r o _Inh"" 1999 tentang Penvelenggaraan Negara
N'-?E”I' R“ : vihas dan Knnmqi K ‘ .. "l ,'1 = haran
£d4ra tpllhhk : ius1 dan N:_,pnlhrn{? (l.embarz

Ine
Negara Republik \donesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan [embaran
| 1k h‘l[inn{:;iﬂ Nf"mnr 1851 } n

l’ndang-l’ndﬂng Nomor 17
(Lembaran Negara

Lr:mharan Negarn

| Tahun 2003 tentang Keuangan Negarad
RePll}'_'llk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Republik Indonesia Nomor 4286):

Undang-U y N\l
ng-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

L N :
1E$LZ?“MNEEETH Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5., Tambahan
N INegara Republik Indonesia Nomor 4355):

J i
;:iar;lg Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
N ’ G?E-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
omor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):

gﬂdang-ljndang _Nﬂm“r 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
an Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Re*pubhk

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Peraturan Pemerint.

dan Km”"m“:LII-::“'”], Nomor 24 Tahun 2004 tentane K .

(Lembaran N:.‘u;lr--':1']1”1”n dan Anggota Dewan I‘I:]r};t??]ﬁl,mh;tfi: I m:{;,kt:.'ﬁ:

L.embaran Nl‘l.!ilr.'ll I{L‘Imhh.k Indonesia Tahun 2004 m.:n:::r '.;:l }'Trnnfr:?:"";:“

diubah hcl*-rr;ltl‘rl k-l”mhhk ,“"I”'“'-“i” Nomor 4416) scha *'IIIIH'I‘”" telah
dOKal terakhar dengan Peraturan I't_‘ll1t_"!'iI'I;I:.Il;'l me;mrﬂzl

& ;
II~.1h1|n 2007 lentang Perubahan K of
Fahun 2004 lentang Kedy Ilk L[:Em atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
S LILIK . : . . . .
Anggpota Dewan Perwaliiis tkan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Indonesia Tahun 1'l"l[}?l NI an Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Republik
. o 0 T« -
Indonesia Nomor 4712): mor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Peraturan Pemer;

¢ me

Badan Lamn,::;nll; tah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Nomor 48 T*;mh. ;“um (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
» lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peratur . '

Pﬂmeriﬁra}remenmah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntans

49 Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
' an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

FLeratl.l;ran Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem [nformasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4576):.

Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran

Peraturan Pemerintah Nomor 57
9, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

omor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Peraturan Pemerintah N
un 2005 Nomor 140,

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5 tentang Pedoman Penyusunan
| (Lembaran Negara Republik

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 200
baran Negara Republik

dan Penerapan Standar Pelayanan Minima
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lem

Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

dan Kinerja Instansi
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

27. Peraturan.......cccceeees

Scanned by Ta

———

—_—

pScanner



27. Peraturan Pcmcrinl |
. ah
Penyelengparaan :
Keterangan Pertan

; Nomor 3
CMerimtahan Daer
EEung)

'Enhun 2007 tentang Laporan
ah  Kepada Pemerintah, Laporan

Rakyat Daer; awaban Kepala ; -

| t yas I,)"“‘”L dan Informas; Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
ﬁ)dL‘!’:lh Kepada M'M"u'lk | ast Laporan Penyelenpparaan Pemerintahan
) I AaydlaKa . 2T . o o (
2007 Nomor 19, Tambah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

C _ dan ],t: e o - :

4693): mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
) P .

28. Peraturan Pemerint
Pemerintah
Pemerintahan

ah No T
antara P or 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
il E" g p ) 1 - P I
Dacral m*u”“dh' Pemerintahan Daerah  Provinsi  dan
[§ ’ Do ‘
ah  Kabupaten/Kota (L.embaran Negara Republik

Indonesia Tahy
Sl B ¢ n 2 =% !
Indonesia Nomor 4;}2§_}'Nn|11nr 82. Tambahan LLembaran Negara Republik

Peraturan Pemerint.

Dagtak (11 Iﬂi?:”mﬂh Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Taordh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

30. ;
gz;ﬂlur?jn Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
gundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan:

31. Perau{ran Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

32 Perﬂ'fura?n Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang;

33. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan
Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah:

34. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan
Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah:;

35. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan
Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;

36. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan
Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan;

37. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2007;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2008.

Pasal 1l .........

— _
—
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Pasal |
= pendapatan  dan Belania
Al -
Ve o 184.605.000.- bertambal
o410 A86.208 000~ dengan rine;

o Al
N

Daecrah
selumlah
an sebagai berikut

I ahun Anggaran 2008  semula

Rp.45.201 603,000 .-

berjumliah
sehingga  menjadi

pendapatan Dacrah
CHIE
! a :":.‘I:_:-:l:-;‘:l"l'ﬂql I{r'.l 1%' 43{1”14”””“

1. CTs . R | | -

jumlah Pendapatan setelah Perubahan Kp.  3.762.884.000.- o

| p. 355.249.818.000.-
,y Belan)a Daerah
“ 4 Semula

b. Bertambah

jumlah Belanja setelah Perubahan

Rp. 416.824.605.000.-
Rp. 44.413.603.000.-

S - Rp. 461.238.208.000.-
o urplusf{Deﬁsn} setelah Perubahan Rp.{ 105.988.390.000.-)

(3) pembiayaan
" 4. Penerimaan
1) Semula

Rp. 106.834.520.000.-
2) Bertambah

Rp. 1.601.870.000.-

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 108.436.390.000.-
b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 1.660.000.000,-

2) Bertambah Rp.  788.000.000.-

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 2.448.000.000.-
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 105.988.390.000.-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp. 33.989.756.000,-
0.-
2) Bertambah Rp. 4.223.508.000.
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 38.213.264.000,-
. Dana perimbangan
° l)anngula - Rp. 301.525.413.000,-
2) Bertambah Rp. 9.580.000.- S——
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 301.534.993.000,
in-lain pendapatan daerah yang sah _
- ?)amS:rlnu];a P Rp. 15.971.765.000,-
2) Berkurang Rp. (470.204.000.,-)

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 15.501.561.000.-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a terdiri dari jenis

pendapatan:
) iﬂj dtf,f;th Rp. 4.551.334.000.-
2) IBt:r{umbah Rp. 120.866.000,- B AET2200.000;
Jumlah pajak daerah setelah perubahan p.
b. Retribusi .......

R ———————

——
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v

"I{m"l'il‘l"":
by Semula

HL‘I'I;IH‘II'th Rp

ah retribusi daerah setel

i tl:lt‘l‘ﬂh

_ }]_‘lf?.ﬂh,}.fﬁﬂl.-

Rp.  2.603.715 000 .-

— Al e
Jum ah perubahan

Rp. 24.531.577.000.-
| Hn,,-,“pum:clnlnnnkr:kuynmui 5 S E i AR
t 1) Semula

”) Bertambah

jumlah hasil pengelolaan kekayaan da
«ctelah perubahan :

acrah yang dipisahkan

Rp.  2.529.451.000.-

Rp.  25.407.000.-

rah yang dipisahkan ~ Rp. 2.554.858.000.-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula
2) Bertambah ‘;l; 1‘1@, 13 15 09.000.-
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah Yaﬁg sah S Rp. 6.454.629.000.-

setelah perubahan

.y Dana perimbangan sebagai : .
| 8 e D;l:na bagi hasil gaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

1) Semula Rp. 17.050.073.000.-

2) Bertambah Rp. 9.580.000.-

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan T Rp. 17.059.653.000,-
b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 256.525.340.000,-

2) Bertambah Rp. 0.-

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 256.525.340.000,-
c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 27.950.000.000.-

2) Bertambah Rp. 0.-

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 27.950.000.000.-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dan
jenis pendapatan:
a. Hibah
1) Semula Rp.
2) Bertambah Rp. -
Jumlah hibah setelah perubahan . -

b. Dana darurat
1) Semula Rp.
2) Bertambah Rp. -
Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. -

c. Dana bagi hasil pajak
1) Semula Rp. 11.117.712.000,-

2) Berkurang Rp. (960.204.000.-)
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp.

10.157.508.000,-

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
1) Semula Rp. .

2) Bertambah Rp. -
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus

setelah perubahan
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a.
1)

) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a.

gantuan keuangan dari propinsi aay,

N Semula

.+ Bertambah

Iumluh bantuan Keuangan dar; propins; I-{f'

jari pemerintah daerah lainnya setelaly l;:-::hqh n
ahg

Rp.

Pasal 3

lan)a D“fll'ffh sebagaimana dimaksud dalam Pasal
gelanja Tidak Langsung ‘

dari pemerintah daer;
4.854.053.000 -
490.000.000).-

| terdini dari:

v—|

1h lainnya

Rp. 5.344.053.000.-

Semula
: g ' Rp. 169.562.968.000.-
2) ::Liﬁ::: —— Rp. 30.996.320.000.-
Jumlah € ] ak langsung setelah perubahan Rp. 200.559.288.000,-
Belanja Langsung
1) Semula Rp. 247.261.637.000.,-

2) Bertambah Rp.

13.417.283.000.-

Jumlah belanja langsung setelah perubahan

Belanja pegawai

Rp. 260.678.920.000,-

1; zﬂm“lab " Rp. 154.377.234.000.-
£) enam Rp. 30.076.738.000.-
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 184.453.972.000.-
Belanja bunga
1) Semula Rp. )
2) Bertambah Rp. )
Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. g
Belanja subsidi
1) Semula Rp. =
2) Bertambah Rp. - _
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp.
lanja hibah
lB)E a;ﬁm;la Rp. 5.315.173.000,-
2) Bertambah Rp. 72.000.000.- -
Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 5.387.173.000.-
' tuan sosial
?)Elagi;buaiz S Rp. 5.080.323.000-
2) Bertambah Rp. - |
J L)Lmlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 5.080.323.000,
Belanja bagi hasil
1) ‘Si:mulg Rp. 290.238.000,-
2) Bertambah Rp. 83.020.000.- " ————
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan p. 258.000,
Belanja bantuan keuangan . _
1) Semula le _
2) Bertambah - -
J l)lmlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp.
h. Belanja ........
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];r:’:ilﬂj“ tidak terduga

emula
1 ‘I E’\L mu R
9) Bertambah RE:

L"“mh belanja tidak terduga setelah perubahan

hh.

4.500.000.000.-
764.562.000.-

Rp. 5.264.562.000.-

1amia Langsung sebagaim ' :
() _l:t'l:;;g?ﬂnjﬂ pegawai Baimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

1) Sﬁﬂﬁll'ﬂb ' Rp. 26.104.190.000.-

2) Bertamba | Rp.  2.484.960.000.-

jumlah belanja pegawai setelah perubahan 1 Rp. 28.589.150.000.-
b, Belanja barang dan jasa

1) %EI:’:;IE‘J ) Rp. 103.682.085.000.-

2) E - a . Rp. 8.863.633.000.-

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 112.545.718.000,-
. Belanja modal

1) Semula Rp. 117.475.362.000.-

2) Bertambah Rp.  2.068.690.000.-

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 1 19.544.052.000,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 106.834.520.000,-

2) Bertambah Rp.  1.601.870.000.-

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 108.436.390.000,-
b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 1.660.000.000,-

2) Bertambah Rp. 788.000.000.-

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 2.448.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (S1ILPA)

1) Semula Rp. 65.000.000.000.-

2) Berkurang Rp. (1.244.401.000.-)

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 63.755.599.000.-

setelah perubahan
b. Pencairan dana cadangan

1) Semula Rp. 41.834.520.000,-

2) Bertambah Rp. 2.698.271.000.-

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. 44.532.791.000,-
¢. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. ”

setelah perubahan

d. Penerimaan ..........
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enerimadn pinjaman daerah
d. N gemula R
. pertambah RP-
- TErMas "3 .
Jlah penerimaan pinjaman daer: At
o crah setelah perubahan Rp
penerimaan kembali pemberian Pinjaman
. " Semula R
1) Hr!lﬂl‘l‘ﬂ"f;lh l{r-
y p | y,
_|'|ll'|'l]ilh penerimaan kﬂ'lnhﬂll P"-'-‘“'Ihl.!ri e o
<ctelah perubahan Al pinjaman Rp.
( pencrimaan piutang daerah
1) Semula Rp
7) Bertambah Rp ‘ )
jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp. =
2 Penerimaan dana bergulir
1) Semula Rp. i
2) Bertambah Rp. 60.000.000.-
Jumlah penerimaan dana bergulir setelah perubahan Rp. 60.000.000.-
h. Penerimaan hasil penarikan
1) Semula Rp. =
2) Bertambah Rp. 88.000.000.-
: : - R 88.000.000,-
Jumlah penerimaan hasil penarikan setelah perubahan p

3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

( 2. Pembentukan dana cadangan
1) Semula Rp. *
2) Bertambah Rp. - o -
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan p-
rtaan modal (investasi) pemerintah daerah

§ f;ny;emulamﬂ e = Rp. 1.660.000.000,-
2) Bertambah Rp. 788.000.000.- % AT
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah p. 2.
setelah perubahan

c. Pembayaran pokok utang " _
1) Semula _R_.;l:_; ]

Bertambah 2P Ro. )

ﬁm ah pembayaran pokok utang yang jatuh tempo P
setelah perubahan

d. Pemberian pinjaman daerah e _
1) Semula R[i )

rtambah = Ro. )

?ﬂmﬁﬁ pemberian pinjaman daerah dan obligasl daerah P
setelah perubahan

e. Pem{t:eriar; dana bergulir - _
1) Semuld Ro. )
2) Bertambah Rp. Rp. i

Jumlah pemberian dana bergulir setelah perubahan

e ————

Pasal 5 ..oceuees

--—-" -
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Pasal 5

' . ) J—
Jah lanjul Perubahan Anvoar:
an ¢ 2earan Pendanat. - ; : ~ dimaksud
| 'rd! pasal 1. tercantum dalam | "dapatan dan Belanja Daerah sebagaimana di aks

|am A - ampiran vy; A : | : - dan
! Juran Dacrah mi, terdin dar: Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
1

| ampiran I Ringkasan Perubahan APBD:

iran 11 Ringkasan Ppe

| ampiran ERasan Perubahan APR - aerah dan
Organisasi SKPD. D menurut Urusan Pemerintahan D

Lampiran . EIT;;{‘;H 111"”“1*'“]“”1 APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisast
\ . Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

4, Lampiran LV Rckﬂpfl"l“ﬂi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
+ Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; |
5 Lampiran v Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan
l;Trus:.m Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara:
. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Lampiran VII - Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan

| dan dianggarakan kembali tahun anggaran ini;
g. Lampiran VIII  Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 21 Oktober 2008

WALIKOTA MAGELANG

Vo

FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 21 Oktober 2008

RETARIS DAERAH
KO JLANG

DI PRASETNO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2008 NOMOR 9
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